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KEMENPAR. Pengendalian. Gratifikasi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya tindak
pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata, perlu dilakukan pengendalian
terhadap  penerimaan  gratifikasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pariwisata tentang Pedoman Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
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Menetapkan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor );

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PARIWISATA.
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Pasal 1
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian
Pariwisata dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan
kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui

gratifikasi di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Pasal 2
Pengendalian  Gratifikasi di Lingkungan Kementerian
Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan pedoman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Oktober 2015

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kementerian Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintahan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,
dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat terlepas dari
interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak
eksternal Kementerian Pariwisata, baik dalam hubungan pelaksanaan

tugas maupun kerja sama.

Terkait dengan hubungan pelaksanaan tugas maupun kerja sama,
hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam kegiatan sehari-hari
adalah adanya pemberian gratifikasi dari satu pihak kepada pihak
lainnya. Pasal 12B ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa
setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila pemberian tersebut dilakukan karena
berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya.

Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana
korupsi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan mewujudkan good
governance dan clean government yang amanah, transparan dan
akuntabel, maka Menteri Pariwisata perlu mengatur pelaporan gratifikasi

di lingkungan Kementerian Pariwisata.



